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Abstrak 
Etika politik memegang peranan penting dalam proses pembangunan bangsa karena menentukan
prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku para pemimpin politik dan warga negara dalam ranah
politik.  Etika  politik  memberikan  landasan  moral  yang  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa
kekuasaan politik digunakan dengan bertanggung jawab dan untuk kepentingan umum. Artikel ini
akan mengeksplorasi pentingnya etika politik dalam pembangunan bangsa, menyoroti dampaknya
terhadap stabilitas  politik,  keadilan sosial,  dan keberlanjutan pembangunan.  Melalui  analisis  ini,
diharapkan  dapat  lebih  memahami  bagaimana  penerapan  prinsip-prinsip  etika  politik  dapat
mendukung proses pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan inklusif.
Kata Kunci: Etika Politik, Pembangunan Bangsa, Kepemimpinan Politik
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Etika politik adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan dan

evolusi sebuah bangsa. Hal ini mengacu pada kajian tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-
nilai yang membimbing perilaku politik, baik oleh individu maupun oleh lembaga-lembaga
pemerintah. Dalam sebuah konteks politik, etika menuntut refleksi moral tentang tindakan
dan keputusan yang diambil dalam mengelola kepentingan publik.

Pentingnya  etika  politik  dalam  pembangunan  bangsa  tidak  dapat  diabaikan.  Di
dalamnya  terdapat  implikasi  langsung  terhadap  proses  pengambilan  keputusan,
penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik,  serta  membangun  kepercayaan  masyarakat
terhadap lembaga-lembaga politik.  Secara  esensial,  etika  politik  menentukan  jalan  bagi
pemimpin  dan  negara  dalam  menjalankan  tugas  mereka  secara  adil,  transparan,  dan
bertanggung jawab.

Dalam setiap fase pembangunan suatu bangsa, etika politik memainkan peran yang
sangat  penting.  Pada  tahap  awal,  ketika  sebuah  bangsa  baru  merdeka  atau  sedang
berusaha  membangun  sistem  politiknya,  etika  politik  memandu  proses  pembentukan
konstitusi,  pembuatan  undang-undang,  serta  penataan  lembaga-lembaga  pemerintahan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral.

Selain itu, dalam tahap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, etika politik
memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya negara
digunakan secara adil dan efisien untuk kepentingan bersama. Prinsip-prinsip moral seperti
keadilan,  kebersamaan,  dan  kesejahteraan  sosial  harus  menjadi  pijakan  dalam  setiap
kebijakan dan program pembangunan.

Lebih  jauh lagi,  dalam situasi  konflik  atau perubahan politik  yang kompleks,  etika
politik  memperkuat  legitimasi  pemerintah  dan  stabilitas  politik  dengan  menekankan
pentingnya penyelesaian konflik secara damai, penghormatan terhadap hak asasi manusia,
dan pengelolaan kekuasaan yang bertanggung jawab.

Dalam konteks global yang semakin terinterkoneksi, etika politik juga menjadi dasar
bagi  hubungan  antarbangsa  yang  saling  menguntungkan.  Kedaulatan  negara  harus
dihormati,  sementara pada saat yang sama, kepentingan bersama dan kerja sama antar
bangsa harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang mendasar, termasuk persamaan,
keadilan, dan perdamaian.

Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  pentingnya  etika  politik  dalam
pembangunan  bangsa  tidak  bisa  dilebih-lebihkan.  Etika  politik  bukan  hanya  menjadi
landasan moral  bagi  tindakan politik,  tetapi  juga merupakan kunci  untuk menciptakan
tatanan  politik  yang  stabil,  adil,  dan  berkelanjutan.  Dengan  memprioritaskan  prinsip-
prinsip  moral  dalam  setiap  keputusan  dan  tindakan  politik,  sebuah  bangsa  dapat
memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warganya, serta berkontribusi pada
perdamaian dan kemajuan global.
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Metode Penelitian
Metode  penelitian  tentang  pentingnya  etika  politik  dalam  pembangunan  bangsa

memerlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan berbagai metode penelitian
kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip
etika politik memengaruhi proses pembangunan nasional dan bagaimana implementasinya
dapat membentuk dinamika politik, ekonomi, dan sosial suatu bangsa.

1. Studi  Literatur:  Langkah awal  dalam metodologi  penelitian adalah  melakukan
tinjauan  literatur  yang  komprehensif  tentang  konsep  etika  politik  dan
hubungannya  dengan  pembangunan  bangsa.  Tinjauan  literatur  ini  mencakup
karya-karya  ilmiah,  artikel  jurnal,  buku,  laporan  pemerintah,  dan  dokumen-
dokumen  resmi  lainnya  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Studi  literatur
membantu  dalam  memahami  kerangka  kerja  teoritis  yang  telah  ada,
mengidentifikasi celah pengetahuan, dan membentuk dasar untuk penelitian lebih
lanjut.

2. Analisis  Konseptual:  Selanjutnya,  pendekatan  analisis  konseptual  digunakan
untuk membedah konsep etika politik  dan pembangunan bangsa. Ini  melibatkan
pemahaman mendalam tentang definisi, dimensi, dan implikasi etika politik dalam
konteks pembangunan nasional. Dengan menganalisis konsep-konsep ini, penelitian
dapat mengidentifikasi hubungan yang terjalin antara prinsip-prinsip etika politik
dan proses pembangunan bangsa.

3. Studi  Kasus:  Pendekatan  studi  kasus  digunakan  untuk  menginvestigasi
implementasi etika politik dalam pembangunan bangsa di beberapa negara atau
wilayah tertentu. Studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara
rinci berbagai aspek etika politik dalam konteks nyata, termasuk kebijakan publik,
proses  politik,  partisipasi  masyarakat,  dan  dampaknya  terhadap  pembangunan
nasional.  Studi  kasus  dapat  memberikan  wawasan  yang  mendalam  tentang
tantangan, kesempatan, dan strategi dalam mengintegrasikan etika politik dalam
pembangunan bangsa.

4. Wawancara  dan  Fokus  Kelompok:  Metode  penelitian  kualitatif  seperti
wawancara dan fokus kelompok digunakan untuk mendapatkan pandangan dan
pengalaman langsung dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses
pembangunan  nasional.  Melalui  wawancara  dengan  pejabat  pemerintah,  aktivis
masyarakat sipil,  pemimpin politik,  dan akademisi,  penelitian dapat memperoleh
pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang  bagaimana  etika  politik  memengaruhi
pengambilan  keputusan,  implementasi  kebijakan,  dan  dinamika  politik  secara
umum.

5. Analisis  Data  Kuantitatif:  Selain  pendekatan  kualitatif,  metode  penelitian
kuantitatif  juga  dapat  digunakan  untuk  mengukur  dampak  implementasi  etika
politik dalam pembangunan bangsa secara lebih sistematis. Melalui analisis data
kuantitatif  dari  survei,  indeks,  atau  data  statistik  lainnya,  penelitian  dapat
mengevaluasi  hubungan  antara  variabel-variabel  tertentu  yang  terkait  dengan

3



prinsip-prinsip etika politik dan indikator-indikator pembangunan nasional seperti
pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan stabilitas politik.

6. Analisis  Komparatif:  Pendekatan  analisis  komparatif  digunakan  untuk
membandingkan praktik dan hasil  pembangunan nasional antara negara-negara
yang menerapkan prinsip-prinsip etika politik dengan mereka yang tidak. Analisis
ini  memungkinkan  penelitian  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang
memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mengintegrasikan etika politik
dalam  pembangunan  bangsa,  serta  untuk  mengevaluasi  keefektifan  berbagai
strategi dan pendekatan dalam konteks yang berbeda.

Dengan  menggabungkan  berbagai  metode  penelitian  ini,  penelitian  tentang
pentingnya etika politik  dalam pembangunan bangsa dapat memberikan wawasan yang
mendalam tentang hubungan antara nilai-nilai moral dalam politik dan kemajuan sosio-
ekonomi sebuah negara. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang
berarti  dalam  merumuskan  kebijakan  yang  lebih  efektif  dan  berkelanjutan  untuk
pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN
Pentingnya etika politik dalam pembangunan bangsa tidak dapat dipandang sebelah

mata. Etika politik mencakup seperangkat norma, prinsip, dan nilai moral yang mengatur
perilaku  politik  individu  dan  lembaga  dalam  suatu  sistem  politik.  Dalam  konteks
pembangunan  bangsa,  etika  politik  memiliki  peran  yang  sangat  signifikan  karena
menciptakan landasan moral yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang
berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Pertama-tama,  etika politik memastikan bahwa para pemimpin politik dan pejabat
pemerintahan bertindak dengan integritas dan kejujuran. Integritas dalam tindakan politik
menghasilkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap pemerintah,  yang merupakan
fondasi bagi stabilitas politik. Ketika pemimpin dan pejabat pemerintahan mematuhi etika
politik  dengan  memprioritaskan  kepentingan  publik  di  atas  kepentingan  pribadi  atau
kelompok, hal ini mengurangi risiko korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi
politik yang dapat mengganggu proses pembangunan.

Kedua,  etika  politik  memperkuat  prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam
pengambilan  keputusan  politik.  Dengan  adanya  etika  politik  yang  ditegakkan  secara
konsisten,  masyarakat  memiliki  mekanisme  untuk  menuntut  pertanggungjawaban  dari
para pemimpin mereka. Transparansi dalam proses kebijakan memungkinkan masyarakat
untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah, sehingga meminimalkan potensi
penyalahgunaan  kekuasaan.  Hal  ini  mendorong  terciptanya  lingkungan  politik  yang
terbuka  dan  bertanggung  jawab,  yang  mendukung  efektivitas  dan  efisiensi  dalam
pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Selanjutnya, etika politik membantu mengurangi polarisasi dan konflik politik yang
dapat menghambat pembangunan nasional.  Dalam sistem politik  yang didasarkan pada
nilai-nilai  etika politik,  dialog politik yang konstruktif  dan inklusif  dipromosikan sebagai
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cara  untuk  menyelesaikan  perbedaan  pendapat.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  proses
politik secara positif  dihargai dan diakui,  yang mengurangi risiko terjadinya konflik dan
ketegangan  sosial.  Dengan  demikian,  etika  politik  memainkan  peran  penting  dalam
membangun  harmoni  dan  stabilitas  sosial  yang  diperlukan  untuk  pembangunan  yang
berkelanjutan.

Selain itu, etika politik mendorong pembentukan kebijakan yang adil dan berkeadilan.
Prinsip-prinsip  moral  yang  mendasari  etika  politik  menekankan  pentingnya  kesetaraan,
keadilan, dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Dengan memastikan bahwa
kepentingan  seluruh  lapisan  masyarakat  dipertimbangkan  dalam  proses  pengambilan
keputusan,  etika  politik  membantu  mencegah  terjadinya  diskriminasi  dan  marginalisasi
sosial.  Ini  menciptakan fondasi  yang kokoh untuk  pembangunan yang  inklusif,  di  mana
setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya yang tersedia.

Terakhir,  etika politik  memperkuat prinsip  kerjasama dan solidaritas dalam upaya
pembangunan  bangsa.  Dalam  menghadapi  tantangan  kompleks  dan  multidimensional,
seperti  kemiskinan,  perubahan iklim,  atau ketimpangan sosial,  kerjasama antarberbagai
sektor masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mencapai solusi yang
berkelanjutan. Etika politik mempromosikan semangat kerjasama, saling pengertian, dan
saling mendukung di antara berbagai pihak, yang mengarah pada penciptaan konsensus
dan  kolaborasi  yang  efektif  dalam  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan
pembangunan.

Dengan demikian,  pentingnya etika politik  dalam pembangunan bangsa  tidak bisa
diremehkan.  Etika  politik  menciptakan  kerangka  kerja  moral  yang  memandu  perilaku
politik,  mempromosikan  integritas  dan  akuntabilitas,  mengurangi  konflik,  memastikan
keadilan, dan mendorong kerjasama yang konstruktif. Dengan memperkuat nilai-nilai etika
politik dalam sistem politiknya, sebuah bangsa dapat membangun fondasi yang kokoh untuk
pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam konteks globalisasi dan perubahan kompleks yang terjadi di berbagai negara,
penting bagi setiap negara untuk memperkuat landasan etika politiknya sebagai bagian
dari  strategi  pembangunan.  Perubahan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  yang  cepat
memunculkan tantangan baru yang membutuhkan pandangan yang holistik dan inklusif
terhadap praktik politik.  Oleh karena itu,  memperkuat etika politik  tidak hanya penting
untuk memastikan keberhasilan pembangunan nasional, tetapi juga untuk mempromosikan
stabilitas regional dan perdamaian global.

Selain itu, penting untuk diakui bahwa pelaksanaan etika politik tidak hanya menjadi
tanggung  jawab  pemerintah,  tetapi  juga  membutuhkan  keterlibatan  aktif  dari  seluruh
warga negara. Masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,
dan sektor swasta juga memiliki  peran penting dalam memastikan penerapan nilai-nilai
etika politik dalam kehidupan politik sehari-hari. Dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan dalam proses pembangunan, etika politik dapat menjadi pangkal tolak yang
kuat untuk memperkuat partisipasi demokratis dan membangun masyarakat yang inklusif
dan berkeadilan.

Pentingnya etika politik dalam pembangunan bangsa tak terbantahkan. Etika politik
tidak hanya menciptakan kerangka kerja moral untuk perilaku politik yang baik, tetapi juga
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mempromosikan  integritas,  akuntabilitas,  keadilan,  dan  kerjasama  yang  konstruktif.
Dengan memperkuat nilai-nilai etika politik, sebuah negara dapat menghadapi tantangan
kompleks zaman modern dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif,
dan adil. Oleh karena itu, upaya untuk membangun budaya politik yang didasarkan pada
etika politik harus terus didorong dan diprioritaskan oleh semua pemangku kepentingan.

Etika politik, sebagai bagian integral dari praktik politik, memainkan peran penting
dalam  membentuk  perilaku  dan  keputusan  politik  yang  bertanggung  jawab.  Hal  ini
melibatkan  aspek-aspek  moral  dan  nilai-nilai  yang  memandu  tindakan  para  pemimpin
politik dan aktor politik lainnya. Dalam konteks pembangunan bangsa, pentingnya etika
politik sangatlah relevan, mengingat keputusan politik yang diambil memiliki dampak yang
signifikan terhadap nasib dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, etika politik juga membentuk landasan bagi tata kelola politik yang baik,
yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang aktif. Dalam sebuah
sistem  politik  yang  diatur  oleh  prinsip-prinsip  etika,  kepentingan  masyarakat  umum
ditempatkan  di  atas  kepentingan  pribadi  atau  kelompok  tertentu.  Hal  ini  membantu
memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar melayani kepentingan
masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya segelintir elite politik atau kepentingan bisnis
tertentu.

Selain itu, etika politik juga berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap
institusi  politik.  Ketika  masyarakat  melihat  adanya  integritas,  kejujuran,  dan  moralitas
dalam tindakan para pemimpin politik, hal ini dapat meningkatkan legitimasi sistem politik
secara  keseluruhan.  Sebaliknya,  jika  terjadi  pelanggaran  etika  politik  seperti  korupsi,
nepotisme,  atau  penyalahgunaan  kekuasaan,  hal  tersebut  dapat  merusak  kepercayaan
publik dan memicu ketidakstabilan politik serta sosial.

Dalam konteks global, etika politik juga mencakup tanggung jawab terhadap isu-isu
global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi antar-negara, dan konflik berskala
internasional. Negara-negara dan pemimpin dunia memiliki tanggung jawab moral untuk
bekerja sama dalam menangani tantangan-tantangan ini secara adil dan berkeadilan, serta
memastikan bahwa keputusan politik yang diambil memperhatikan kepentingan bersama
manusia dan planet ini.

Selain itu,  dalam lingkup politik internasional,  etika politik juga mencakup prinsip-
prinsip  diplomasi  yang  beradab  dan  penghargaan  terhadap  kedaulatan serta  integritas
negara lain.  Konflik-konflik  antarnegara dapat dihindari atau diselesaikan dengan cara-
cara damai dan beradab, yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika politik yang mendorong
dialog, kerja sama, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  etika  politik  memainkan  peran  yang
krusial dalam membentuk tatanan politik yang adil, stabil, dan berkeadilan. Etika politik
membimbing para pemimpin politik dan aktor politik lainnya dalam mengambil keputusan
yang bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan bersama masyarakat. Selain itu,
etika  politik  juga  memberikan  dasar  moral  bagi  tata  kelola  politik  yang  baik  dan
membangun  kepercayaan  publik  terhadap  institusi  politik.  Dengan  mematuhi  prinsip-
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prinsip etika politik, diharapkan bahwa pembangunan bangsa dan hubungan antarbangsa
dapat berjalan dalam arah yang positif dan berkelanjutan.

Selain itu, pentingnya etika politik juga termanifestasi dalam pembangunan kebijakan
publik  yang  berpihak  kepada  kepentingan  masyarakat  luas.  Kebijakan  yang  dirancang
dengan  memperhatikan  nilai-nilai  etika  politik  cenderung  lebih  adil  dan  merata  dalam
distribusi manfaat dan beban di antara berbagai segmen masyarakat. Hal ini memastikan
bahwa tidak  ada kelompok yang  terpinggirkan atau dirugikan  secara  tidak  adil  dalam
proses pembangunan dan pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya,  dalam  konteks  pembangunan  bangsa,  etika  politik  juga  mendorong
terciptanya lingkungan politik yang inklusif dan demokratis. Ketika para pemimpin politik
dan  pembuat  kebijakan  bertindak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  etika  politik,  mereka
cenderung  lebih  terbuka  terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan
keputusan politik.  Ini  berarti  bahwa suara dan aspirasi  warga negara memiliki  peluang
lebih besar untuk didengar dan diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan publik.

Tidak  hanya  itu,  dalam  konteks  globalisasi,  etika  politik  juga  menuntut  adanya
keterlibatan yang bertanggung jawab dan berkesinambungan dalam isu-isu global. Negara-
negara  dan  pemimpin  dunia  diharapkan  untuk  mengutamakan  kepentingan  bersama
manusia dan planet ini di atas kepentingan nasional atau korporat. Ini mencakup komitmen
untuk mengatasi masalah-masalah global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan
iklim, dan konflik bersenjata dengan cara-cara yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, pentingnya etika politik juga tercermin dalam hubungan antarbangsa yang
dibangun  berdasarkan  prinsip-prinsip  kerja  sama,  saling  menghormati,  dan  saling
menguntungkan.  Negara-negara  diharapkan untuk menjalin  hubungan yang bersahabat
dan saling mendukung, tanpa adanya hegemoni atau intimidasi dari satu pihak terhadap
yang  lainnya.  Dengan  mengutamakan  etika  politik  dalam  hubungan  internasional,
diharapkan  dapat  tercipta  lingkungan  global  yang  damai,  stabil,  dan  berkeadilan  bagi
semua negara dan masyarakat dunia.

Terakhir,  etika politik juga membantu membangun budaya politik yang bersih dan
berintegritas di semua tingkatan pemerintahan. Ketika para pemimpin politik dan birokrat
mematuhi  prinsip-prinsip  etika  politik  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab
mereka, hal ini menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan bebas dari
korupsi.  Dengan  demikian,  dapat  dihindari  adanya  penyalahgunaan  kekuasaan,
penyelewengan dana publik,  atau praktek-praktek lain yang merugikan masyarakat dan
merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Dengan  demikian,  kesadaran  akan  pentingnya  etika  politik  menjadi  krusial  dalam
memastikan bahwa pembangunan bangsa dan hubungan antarbangsa dapat berlangsung
dalam kerangka yang adil, berkelanjutan, dan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Etika
politik  memainkan  peran  penting  dalam  membentuk  kebijakan  publik  yang  berpihak
kepada kepentingan bersama masyarakat,  menciptakan lingkungan politik  yang  inklusif
dan  demokratis,  dan  memastikan  keterlibatan  yang  bertanggung  jawab  dalam  isu-isu
global.  Dengan mematuhi  prinsip-prinsip etika politik,  diharapkan bahwa pembangunan
bangsa  dan  hubungan  antarbangsa  dapat  berjalan  dalam  arah  yang  positif  dan
berkelanjutan.
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Kesimpulan
Dalam kesimpulan, pentingnya etika politik dalam pembangunan bangsa tidak bisa

diragukan lagi. Etika politik membentuk dasar moral dan prinsip-prinsip yang memandu
perilaku para pemimpin politik, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam menjalankan
fungsi politik mereka. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika politik, pembangunan bangsa
dapat  dilakukan  dengan  cara  yang  adil,  berkelanjutan,  dan  berdasarkan  nilai-nilai
kemanusiaan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan sosial, demokrasi, partisipasi
masyarakat,  hubungan  internasional  yang  harmonis,  serta  integritas  dan  transparansi
dalam  pemerintahan.  Dengan  demikian,  menjunjung  tinggi  etika  politik  bukan  hanya
merupakan  kewajiban  moral,  tetapi  juga  merupakan  fondasi  yang  kokoh  dalam
membangun bangsa yang kuat, damai, dan sejahtera bagi semua warganya.
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	Terakhir, etika politik memperkuat prinsip kerjasama dan solidaritas dalam upaya pembangunan bangsa. Dalam menghadapi tantangan kompleks dan multidimensional, seperti kemiskinan, perubahan iklim, atau ketimpangan sosial, kerjasama antarberbagai sektor masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Etika politik mempromosikan semangat kerjasama, saling pengertian, dan saling mendukung di antara berbagai pihak, yang mengarah pada penciptaan konsensus dan kolaborasi yang efektif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.
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	Tidak hanya itu, dalam konteks globalisasi, etika politik juga menuntut adanya keterlibatan yang bertanggung jawab dan berkesinambungan dalam isu-isu global. Negara-negara dan pemimpin dunia diharapkan untuk mengutamakan kepentingan bersama manusia dan planet ini di atas kepentingan nasional atau korporat. Ini mencakup komitmen untuk mengatasi masalah-masalah global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan konflik bersenjata dengan cara-cara yang adil dan berkelanjutan.
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